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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Evaluasi dampak program keluarga harapan di Desa Bangka Pau, 

Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, menggunakan konsep 

Wiliam Dunn sebagai kerangka analisisnya. Dimana terdapat tiga kriteria yaitu 

efektifitas, efisensi dan responsibibilitas. 

6.1.1 Efektivitas  

 Efektivitas merupakan suatu pengukuran keberhasilan dalam suatu 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Seperti bantuann pada program 

keluarga Harapan  yang akan membantu masyarakat Desa Bangka Pau dalam 

mengatasi kemiskinan masyarakat di Desa tersebut  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai  evaluasi dampak program keluarga 

harapan di Desa Banka Pau Kecamatan Pocoranaka program ini telah berhasil 

dalam mencapai tujuan khususnya dalam kehidupan masyarakat Desa Bangka Pau 

seperti mengurangi angka kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

dimasa yang akan datang. 

6.1.2 efisiensi 

 Suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan 

adanya bantuan PKH Desa Bangka Pau mengalami perubahan seperti perubahan 

pada ekonomi. 
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Berdasarkan hasil penelitian  penulis menyimpulkan bahwa suatu asaha yang akan 

mencapai suatu keberhasilan maka perlu adanya kerja sama  antara pemerintah 

Desa dan masyarakat Bangka Pau. Sehingga bantuan PKH dapat berjalan dengan 

lancar dan bisa memuaskan para masyarakat yang menerima bantuan PKH. 

6.1.3 Responsivitas 

 Responsivitas mempunyai arti Kemampuan birokrasi untuk mengenal 

kebutuhan  masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan,serta 

mengembangkan program- program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan respon masyarakat terhadap 

bantuan PKH sangat baik dan memuaskan.  

6.2. saran  

Dalam rangka perbaikan ke depan berikut ini penulis memebrikan beberapa saran 

atau rekomendasi kepada pihak terkait: 

6.2.1.Bagi pemerintah 

Program Keluarga Harapan untuk kedepanya lebih memfokuskan pada proses 

penyadaran pada RTSM/KSM agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-

bantuan lainya.  
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6.2.2. Bagi apparat Desa 

Koordinasi antara Lembaga harus ditingkatkan lagi. Koordinasi Lembaga Program 

Keluarga Harapan  dengan Lembaga-lembaga pemerintah yaitu, Lembaga 

Pendidikan dan Lembaga kesehatan.  

6.2.3. Bagi Masyarakat 

Harus menggunakan bantuan PKH dengan sebaik mungkin, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dimasa yang akan datang. 
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